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DAしAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Ole血

Ti備k Suh種i青i*

ARSTRAK

血donesia sebagai negara h止kum, ha関mel互urriung tinggi suprem謎i huku血〃 Pada

kenyataamya hukun sering dial宛kan, khusunya hukun pidana. Hukun pidana

sebagai hukun publik mempunyai si fat memaksa. Penegakan hukun dalan perspektif

hukun pidana te血ait dengan kchijckamya, terutama kebujakan dalan sistem peradilan

pidana. Kchijakan hukun pidana tidak bisa lepas dari tiga kekuaLsaan yaitu kek�
e恵e極kek脚)~ dan ke血asa紬legislatif, sehingga dalam pelaksan

supremasi hukun hams dipe血atikan masing-masing kekuaLsaan tersebut.

Kata kmci : Supremasi Hrfu Pengckan Hukum, Hukun Pidana, KUHP

A. PENDAHUしUAN

血donesia sebagai neg狐a kesa知略n

dan berpenduduk ratusan juta jiwa, tersebar

paぬwilay血　Sわ紬g s狐npai Merauke.

Kcbcrag孤孤　la庇Ⅲ　belak紬g din

pemchanan setiap anggota masyarckat

te血adap arti kehidupan mempunyai resiko

besar tinbulnya konflik antar anggota

masyarakat yang pada akhimmya dapat

mengakibatkan ketidaktertiban masyarakat

itu sendih.

Di sis=ain,血donesia me則pak乙血

b喝ian dari masyarakat dunia, yang han鳩



masyarakat. Dengan adanya pelanggaran

hukun, mcka ada kepentingan anggota

masyakarat yang dirugikan. Untuk itu

diperlukan adanya penegakan hukun

dengan mendasarkan pada supremasi

hukun, karena Indonesia merupckan

neg狐a huk皿.

Berdasarkan kepentingan yang

dilindungi, hukun dapat dibagi dalan

hukun privat dan hukun publik. Hukun

phvat ad心血　huk皿　y紬g menga血r

tentang hubungan antar anggota

masyarhat dengan menitik beratkan pada

kepentingan unum.

Un心血g-undang Das紬1 94うsebagai

hukun ter血ggi di Indonesia menjelaskan

b血wa心1劃ke鵬dup紬bemeg狐a dan

bemasyarakat haus berlandaskan pada

hukun karena Indonesia merupckan negara

hukun dan bukan negara kekuasan.

Ketentun yang ada dalan Undang-undang

Das狐1945　tersebut dimuskan sec狐a

jelas yang menyatakan bahwa segala warga

neg狐a bersama袖kedud血血ya di dalm

hukun dan pemerintchan dan wajib

me則u叫皿g hu血d狐peme血t血狐血

dengan tidak ada kecualinya.



kesatun hubungan yang saling terkait,

bergantung, mempengaruhi, bergerak

d血am sa調kesatu狐proses ya血proses

sistem hukun untuk meunjudkan tujun

huk皿l.

Hukun yang baik adalch hukun

yang sesuai dengan hukun yang hidup di

dalam masyarakat2. Hukun yang sesuai

deⅡg狐　huk皿　y狐g hidup di d血am

masyarakat akan lebih sudah dipahami dan

dipatuhi oleh masyarakatnya.

Pada akhimya, sitem hukun

meru車kan satu kesatun sistem besar yang

tersusun atas sub-subsistem yang lebih

kecil, yang pada hakikatnya merupckan

sistem tc購end江de血gan proses tersendih

pula, s址ngga siste血h庇um sebagai su如

kompleksitas sistem y狐g membutu此狐

kecematan yang tajam untuk memahami

keut山肌prosesnyaう･

Ad坤u皿komponen-komponen y狐g

ada dal劃　siste皿　hukm melipu缶

masyarakat hukun, budaya hukun, filsafat

hukun, pendidikan hukun, kousep hukun,

I Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, H諦が肋Sebagai

S糊加S鳩Ie肋, penerbit PT. Remaja Rosda Kaya,

B劃d皿g, 1993, h･ 1%

2 Lili Rasjidi, Dasar-血糊γ現sq佃誰rん肋, Alumi,

P畿,:unis'詰d:8ih訪4;asa.utr. o印′ , h. 1.4
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pembentukan h庇um, bentuk huldy

penerapan hukum, evaluasi hukun4.

Masyarakat hukun men岬ckan

hinxpunan kesatuan-kesatun h血m, baik

individu maupun kelonxpok yang

struktunya ditentukan olch tipe

masyarakatnya. Masyarakat hukun dapat

diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu

masyarakat sederhana, masyar北at negara

dan masyarakat intemasional.

Budaya hukun merupakan

penrikiran manusia dalam usahanya

mengatu ke血d叩紬m担A血高ga

budaya hukun dalam masyarckat hul餌m,

yaitu budaya hukun te競ulis, tidck tertulis

d紬komb舶

Filsafat hukun merupckan

fomulasi nilai tentang cara mengatur

kehidupan manusia, dapat bersifat unun

maupun khusus.

Pendidikan hukun merupakan

media konunikasi antara teori dan prcktek

h血um,　juga merupakan media

pengembangan teori-teori h血m, desain-

desain dan fomula-fomula hukun pra叫s

(ko調印h山肌).

Konsep hukum men岬ak血

fomulasi kebijaksanaan hukun yang

ditetapkan oleh suatu masyarakat hukun,

behsi tenぬng ad劃ya buぬya huk皿y紬g

dia肌のya (tc鶴ulis, tidak te観山is atau

kombinatiD berisi fomulasi nilal hukun

y紬g di紬u血ya, dan mengenai proscs

pembentukan, penerapana, pengembangan

dan pembangunan hukun yang akan

dilaksanakan.

Pembentukan hukun merupakan

bagi狐　ploses h血um y狐g melip血

Iemba色a,坤狐atⅢ d狐s紬am pembentuk紬

huk皿, be章das狐k劃konscp h止血y狐g

telah ditetapkan, temasuk prosedur-

prosedur yang haus dilalui.

Penerapan hukun merunpakan

proses kelanjutan dari proses pembentukan

hukum meliputi lembaga,神郷a仙r, sin

d弧prosed叩-p置osedu pener坤劃h心血.

Evalusi hukun merupakan proses

pengrjian kesesuaian antam hukun yang

tc重bent庇　deng紬　konsep y狐g tel血

ditetapkan sebelumnya, dan peng均ian

kesesuaian antara hasil penerapan hukun

dengan undang-undang dan tujun hukun

y狐g telah ditetapk紬sebelmya da血n

konsep atau dalan peraturan perundangan.



軸○教1肌Wiu調e,No. 1, Juli20調

Ko血poncn-ko血ponen hukm

terseb血　akan selalu berinte重aksi ui書uk

mencapai両側　hiku血, seh血gga c狐a

be町ikir untuk memahani hukun

髄pe血ukan c狐a be町並ir yang sistema轟k.

Adapun巾u狐h山肌secara皿皿

adalah menjaga keterdban dalan

bemasyarakat dapat bekelja dengan

semdsimal untuk mencapai tujun. Tujun

huku皿　menun競　cita hukm P紬casila

ad心血mmbehk紬pengayo血an kepada

Ⅱ宣an雌ia, yai仙皿elind皿gi脚sia sec狐a

pas壮deng紬men∞g狐i t血dak狐sewen狐g,

dan secara aktif dengan menciptckan

kondisi keusyarckatan yang manusiawi

ya血g　　　rne皿ungkink狐　　　proscs

kemasyarakatan berlangsung secara wajar,

se血ngga secara adil ti坤　m弧usia

memperoleh kesempatan yang lus dan

sana untuk mengembangkan seluruh

poteusi kemanusiarmya secara utuh5.

Untuk mencapai tujun hukrm

tersebut, maka penegakan hukun menjadi

prioritas utana. Hukun harus dapat

diterapkan pada siapapun tanpa terkecuali.

5 Bemrd Arief Sidharta,均7e応J‘ re研a�x帷X���ﾇ 

//m�掩'Vﾒﾂ�5b�ﾖ�襷�"�ﾖ�ｧRﾂ�&�襾V誡ﾂ��涛賃

h.190



dilarang dengan disertai ancanan atau

sanksi yang benipa pidana tertentu bagi

b狐狐g siapa melangg紬1狐紬g狐

terseb巾;

b･ Menen巾kan kap狐dan dal孤haトh血

apa kepada meraka yang tel血

mel紬gg狐1針angan-血ang孤itu心pat

dikenakan atau dijatuhi pidana

sebagaimana yang telal diancamkan;

c. Mencntuk紬　dnegan ca岨bagaim紬a

pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang yang

dis紬gka tel狐　mel紬gg狐1紅組g紬

tersebut7.

Pengertian hukun pidana

sebagaimana di皿usk狐　Moe巧a血o

tersebut mempunyai arti bahwa hukun

pidana mengatur tiga hal, yaitu pertama

tentang perbuntan yang tidck boleh

dilakukan dan apabila melanggar clan

dikenakan sanksi pidana. Kedua, hukun

pid狐a mengatu tent狐g pe血ggung

jawaban pidana. Pelaku akan dikenakan

sanksi pidana apabila dapat dipertanggung

jawabk紬sec針a pid紬a. Ketiga, hukum

pidana juga mengatu ten血g bagaimana
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cara menjatuhkan sanksi pidana apabila

pelcku dapat dipertanggungjawabkan

scc狐a pid狐a.

Pe皿bagian huk皿　berdasark狐

sifatnya, mengkategorikan hukun pidana

ke dalan hukun yang bersifat memaksa.

Hukun yang memaksa adalali hukun yang

dalam keadaan apapun juga harus

dilchckan dan mempunyai paksa紬

血utlak.

Dengan sifatnya yang memaksa,

皿aka hlku血pi血書ia baik皿atehil maup皿

fomil harus diberlakukan pada setiap

o則g tanpa te庇ecuali.　Pers即血aan

dem地軸　く陶劃in olch Undang-皿dang

DasⅢ 1945. H山肌ac狐a p混血a haⅢs

dapat memujudkan ketentun-ketentun

h山肌pid紬a血e正ihya,

c･ Penega寡聞皿Huku血D租血血

Pe購pemf Hu ku血Pida皿a

Penegckan hukrm dalan perspektif

hukun pidana akan terkait dengan aspek

kebijakan penegakan hukun pidana

terutana dalam sistem peradilan pidapa.

Sistem peradilan pidana terdiri dari dun

ko皿ponen, ya血proses pe重adilan pid紬a

d狐lc血baga pera髄1袖　p弛皿a. Prose§

peradilan pidana meliputi proses

penyelidikan, penyidihan, penuntutan,

pemeriksaan disidang pengadilan dan

pemind血a狐･ Le皿baga pcradil紬pid狐a

meliputi lembaga kepolisian, kejaksaan,

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Kebijakan penegakan hukun

pidina merupakan serangkaian proses yang

terdiri dari tiga tchap kebijakan, yaitu:

kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif

dan kebijakan eksekutif. 8

Berdasarkan tahapan yang berkaitan

dengin kebij akan penegakan hukun pidana

tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat

tiga kekusaan dalan penegakan hukun

pidana,　yaitu kekuasaan legislatif,

kekusam yudikatif dan kekuasaan

eksek巾if 9

Keku�ﾆVv�6ﾆ�F肪�F�ﾆ�ﾒ��&�6W0

penegakan hukun pidana tercemin ketika

dirunuskan perbuntan-perbuntan yang

tidak boleh dilakukan dan disertai ancanan

sanksi pidana bagi anggota masyarakat

yang melangg祉･ Disa血ping　血　juga

dimuskan ben書uk pe血nggung jawab狐



pelaks劃a h血um pid袖a di setiap proses

peradilan pidana, baik ditingkat kepolisian,

畑ak§a紬, pengadil紬　d紬1embaga

pemasyarakatan merupakan bagian dari

kekuasaan eksekutif.

Proses penegak狐　huk皿　d独創

pe重spe虹if血uk血pid紬a temya也dal劃

pelcksanaanya melibatkan tiga bentuk

kekusaan yang ada di Indonesia. Ketiga

kekusaan tersebut bertugas dan

bertanggungjawab berdasarkan pembagian

kekusaan. Dengan adanya tiga kekusaan

yang mempengaruhi proses penegakan

hukun pidana, mcka dalam mencapai

tujuan supremasi hukun harus diperhatikan

peran masing-masing kekusan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian di atas

dapat disimpulk紬　bahwa p○○scs

penegak紬　h山u皿　pi血重ia di　血donesia

tidak bisa lepas dari tiga kek-, yaitu

kekusaan /egr’s/a研kekuasan yud枕/J/

dan keku臓aan e応e短I, Masing-masing

kekuasaan tersebut mempunyai peran yang

s紬gat pent血g terhad坤　jala血ya

penegakan hukun di Indonesia, khususnya

penegakan hukun pidana. Untuk itu perlu

回書-
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血画egask狐ten血g両脚huk皿pid劃a

di　血donesia, sebagaim紬a konsekuensi

Indonesia sebagai negara hukun yang

hams mengedepankan supremasi hukun.
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